
       

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan  

 

 

Berdasarkan  uraian – uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka 

pada bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan tentang 

penegakan hukum pidana terhadap pelacuran anak di bawah umur yaitu :  

1. Pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelacuran anak di bawah 

umur, yaitu dengan adanya Tindakan Represif dengan segala tindakan yang 

dilakukan oleh aparatur penegak hukum dengan cara melakukan razia secara 

rutin. selain itu juga dengan  adanya tindakan pencegahan (Prevensi) melalui 

sarana non-penal yaitu dengan menjaga anak-anak jika sedang bermain .  

 

2. Faktor penghambat dalam penelitian ini adalah adanya faktor hukum 

mengenai penggunaan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam 

menentukan sebuah acuan yang digunakan untuk memberikan hukuman oleh 

para penegak hukum sesuai dengan azaz yang ada. Dan faktor aparat penegak  

mengenai kurang propesionalnya Jaksa Penuntut Umum tidak menyadari 

bahwa sejak adanya Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, setiap perkara pelacuran anak di bawah umur dapat dikenakan sanksi 
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dengan Undang-Undang tersebut bukan dengan Pasal-Pasal yang terdapat 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan adanya  Faktor Masyarakat  

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai berlakunya Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tetapi masyarakat 

melakukan perbuatan pelacuran di bawah umur di dalam lingkungannya.  

 

B.  Saran 

 

Adapun saran yang diberikan penulis demi kelancaran dalam penegakan hukum di 

Indonesia adalah :  

1. Aparat penegak hukum berkaitan dengan ini seharusnya menggunakan 

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002  Tentang Perlindungan Anak 

dalam memberikan hukuman. 

2. Meningkatkan pengetahuan aparat penegak hukum mengenai kejahatan 

dibidang apapun khususnya perbutan pelacuran anak yaitu dengan 

memahami lagi aturan – aturan yang dapat digunakan dalam penjatuhan 

pidana sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan 

terciptanya hukum yang adil. 

3. Perlunya memberikan penyuluhan hukum yang lebih banyak lagi kepada 

masyarakat agar masyarakat dapat mencegah dan dapat meningkatkan 

pengetahuan akan hukum. 

4. Perlunya memenuhi  sarana dan prasarana yang menunjang kinerja aparat 

penegak hukum dalam menjalankan  tugas dan kewajibannya 


